DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

1.

2.

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi
Undang-Undang

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang
Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang

Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen
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